
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.890, 2019 KEMENKES. Telemedicine. Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan. Penyelenggaraan.  
 

 
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 20 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TELEMEDICINE ANTAR FASILITAS 

PELAYANAN KESEHATAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

  

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan 

spesialistik dan meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan terutama 

daerah terpencil, dilakukan berbagai upaya salah 

satunya melalui penggunaan teknologi informasi bidang 

kesehatan berupa pelayanan konsultasi antar fasilitas 

pelayanan kesehatan melalui telemedicine; 

b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan telemedicine yang 

aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif serta 

mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien, 

diperlukan pengaturan secara khusus mengenai 

pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan 

kesehatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat 
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Terpencil, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

  2. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 

  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan 

Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 16); 

  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 945); 

  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TELEMEDICINE ANTAR 

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN. 

 

www.peraturan.go.id



2019, No. 890 
-3- 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan 

jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, 

meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, 

pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, 

dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan 

kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan 

individu dan masyarakat. 

2. Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan, yang selanjutnya disebut Pelayanan 

Telemedicine adalah Telemedicine yang dilaksanakan 

antara fasilitas pelayanan kesehatan satu dengan 

fasilitas pelayanan kesehatan yang lain berupa konsultasi 

untuk menegakkan diagnosis, terapi, dan/atau 

pencegahan penyakit. 

3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut 

Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang 

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan 

kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun 

rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, 

pemerintah daerah dan/atau masyarakat. 

4. Fasyankes Pemberi Konsultasi adalah Fasyankes yang 

menerima permintaan dan memberikan pelayanan 

konsultasi Telemedicine. 

5. Fasyankes Peminta Konsultasi adalah Fasyankes yang 

mengirim permintaan konsultasi Telemedicine.  

6. Expertise adalah hasil analisis dan kesimpulan oleh 

dokter spesialis/dokter subspesialis dan/atau ahli 

lainnya yang terkait terhadap pembacaan gambar, image 

atau foto yang berasal dari pemeriksaan penunjang 

medis, dan dokumen hasil pemeriksaan lain yang 

digunakan sebagai penunjang penegak diagnosa pasien. 
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7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintah di bidang kesehatan. 

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pada 

Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung 

jawabnya di bidang pelayanan kesehatan. 

 

BAB II 

PELAYANAN 

 

Bagian Kesatu 

Jenis Pelayanan 

 

Pasal 2 

Pelayanan Telemedicine dilaksanakan oleh tenaga kesehatan 

yang memiliki surat izin praktik di Fasyankes penyelenggara. 

 

Pasal 3 

(1) Pelayanan Telemedicine sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 terdiri atas pelayanan: 

a. teleradiologi;  

b. teleelektrokardiografi; 

c. teleultrasonografi;  

d. telekonsultasi klinis; dan 

e. pelayanan konsultasi Telemedicine lain sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

(2) Teleradiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a merupakan pelayanan radiologi diagnostik dengan 
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menggunakan transmisi elektronik image dari semua 

modalitas radiologi beserta data pendukung dari 

Fasyankes Peminta Konsultasi ke Fasyankes Pemberi 

Konsultasi, untuk mendapatkan Expertise dalam hal 

penegakan diagnosis.  

(3) Teleelektrokardiografi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b merupakan pelayanan elektrokardiografi 

dengan menggunakan transmisi elektronik gambar dari 

semua modalitas elektrokardiografi beserta data 

pendukung dari Fasyankes Peminta Konsultasi ke 

Fasyankes Pemberi Konsultasi, untuk mendapatkan 

Expertise dalam hal penegakan diagnosis. 

(4) Teleultrasonografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c merupakan pelayanan ultrasonografi obstetrik 

dengan menggunakan transmisi elektronik gambar dari 

semua modalitas ultrasonografi obstetrik beserta data 

pendukung dari Fasyankes Peminta Konsultasi ke 

Fasyankes Pemberi Konsultasi, untuk mendapatkan 

Expertise dalam hal penegakan diagnosis. 

(5) Telekonsultasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d merupakan pelayanan konsultasi klinis jarak 

jauh untuk membantu menegakkan diagnosis, dan/atau 

memberikan pertimbangan/saran tata laksana.  

(6) Telekonsultasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) dapat dilakukan secara tertulis, suara, dan/atau 

video.  

(7) Telekonsultasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6) harus terekam dan tercatat dalam rekam medis sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 4 

Pelayanan Telemedicine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

dilaksanakan sesuai dengan standar sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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